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 Sengketa kredit perbankan di wilayah pesisir tidak selalu berupa 
wanprestasi murni, karena sebagian di antaranya terkontaminasi fraud 
berupa manipulasi data dan dokumen dalam proses pemberian kredit. 
Penelitian ini bertujuan menganalisis batas yuridis bantuan hukum 
nonlitigasi Jaksa Pengacara Negara (JPN) bidang Perdata dan Tata Usaha 
Negara (DATUN) dalam sengketa kredit, mengukur efektivitas empirisnya 
dalam pemulihan kerugian, serta merumuskan model penguatannya. 
Penelitian menggunakan metode sosio-legal dengan pendekatan 
perundang-undangan dan konseptual, didukung wawancara dan data 
dokumen pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Takalar. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa DATUN tidak menjalankan mediasi 
formal, melainkan bantuan hukum nonlitigasi berbasis surat kuasa khusus 
yang dibatasi unsur kepentingan negara dan berhenti seketika ketika 
ditemukan indikasi fraud. Instrumen ini efektif untuk utang bernilai kecil 
yang murni keperdataan, sebagaimana tampak pada 170 surat kuasa khusus 
dengan pemulihan Rp9,70 miliar di Takalar selama 2024–2026, tetapi 
lemah untuk perkara kompleks, sebagaimana tampak pada setoran yang 
hanya 0,66% dari saldo utang Rp1,12 miliar di Makassar. Kelemahan 
tersebut bersumber dari ketiadaan daya eksekutorial kesepakatan, 
terbatasnya penelusuran aset, dan tidak adanya protokol lanjutan ketika 
perkara beralih ke jalur pidana. Penelitian ini merumuskan model bantuan 
hukum nonlitigasi berjenjang yang memadukan pertimbangan hukum 
preventif, klasifikasi perkara, penguatan kesepakatan melalui akta 
perdamaian, penelusuran aset dan pengelolaan jaminan, serta protokol 
pengalihan yang tetap mengamankan hak keperdataan bank, selaras dengan 
asas ultimum remedium dalam Pasal 613 ayat (3) Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana. 
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PENDAHULUAN 

Sebagai negara kepulauan, Indonesia menggantungkan sebagian penting pertumbuhan 
ekonominya pada sektor kelautan dan wilayah pesisir, mulai dari perikanan tangkap, pengolahan hasil 
laut, hingga transportasi laut. Sektor ini sangat bergantung pada pembiayaan perbankan, sementara 
mahalnya aset produktif seperti kapal membuat pelaku usaha harus menempuh kredit dengan 
menjaminkan aset tersebut, padahal kerangka eksekusi jaminannya belum sepenuhnya memadai 
(Indriyati & Chandrawulan, 2019). Di tingkat lokal, ketergantungan itu tampak pada Kredit Usaha 
Rakyat (KUR) dan pinjaman usaha mikro yang menjadi tumpuan pelaku usaha kecil di kabupaten 
pesisir. Skema ini melibatkan lembaga penjaminan kredit milik negara, tetapi fragmentasi regulasi 
penjaminan masih menimbulkan ketidakjelasan dalam penyelesaian klaim (Maulida et al., 2026). 
Ketika kredit semacam ini macet, dampaknya tidak berhenti pada neraca bank, tetapi menjalar pada 
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keberlangsungan usaha masyarakat dan, dalam hal krediturnya bank milik negara atau daerah, pada 
keuangan publik (Maskanah et al., 2024). 

Kredit bermasalah tidak selalu lahir dari kegagalan usaha. Sebagian berakar pada perbuatan 
curang dalam proses pemberian kredit, seperti rekayasa dokumen, manipulasi data debitur, atau 
pencairan kredit fiktif yang melibatkan oknum internal bank (Muhni et al., 2026) menunjukkan bahwa 
eksploitasi data debitur oleh account officer menggeser karakter perbuatan dari pelanggaran kontraktual 
menjadi tindak pidana, bahkan membuka kemungkinan pertanggungjawaban pidana korporasi bagi 
bank yang menikmati manfaat dari data tersebut. Praktik peradilan selama ini cenderung membebankan 
tanggung jawab atas penyimpangan pegawai bank kepada pelaku perorangan atau pengurus, sementara 
korporasi bank lebih banyak dikenai sanksi administratif (Sulistiawati et al., 2022). Lemahnya 
penerapan prinsip kehati-hatian dalam analisis kredit memperbesar risiko sengketa yang pada akhirnya 
menghambat pemulihan tagihan bank (Supandi et al., 2025). 

Ketika kredit bermasalah ditarik ke jalur pidana, penegakan hukum cenderung bertumpu pada 
penghukuman pelaku, sedangkan pemulihan kerugian tertinggal. (Basri & Muhni, 2024) mencatat 
bahwa dari kerugian negara akibat korupsi sekitar Rp48,8 triliun pada 2022, yang berhasil dipulihkan 
hanya sekitar 8,43%, antara lain karena aset sitaan didominasi aset tetap yang nilainya menyusut selama 
proses hukum. Kajian atas perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia juga memperlihatkan bahwa 
kekosongan norma pengawasan dan penyelesaian membuat pemulihan kerugian negara berlarut-larut 
(Hasbullah et al., 2026). Persoalan serupa tampak di negara lain, misalnya India yang berulang kali 
harus menyesuaikan kebijakan dan kanal pemulihan kreditnya (Dimri, 2025). Penegakan hukum atas 
kejahatan di sektor perbankan, termasuk pencucian uang yang memanfaatkan bank sebagai sarana, juga 
menuntut strategi tersendiri yang tidak berhenti pada pemidanaan pelaku (Muhni et al., 2020). 

Dalam lanskap kelembagaan, Kejaksaan memegang dua fungsi sekaligus, yaitu penuntutan 
pidana dan kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara. Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam 
maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Peraturan Kejaksaan Nomor 
7 Tahun 2021 menjabarkan kewenangan itu ke dalam penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan 
hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum. Dalam praktik, Jaksa Pengacara Negara (JPN) 
kerap mewakili badan usaha milik negara dalam sengketa kontraktual (Sri Lestari Kejaksaan Negeri 
Jakarta Selatan Jl Tanjung No et al., 2022), memberikan pendampingan hukum untuk memitigasi risiko 
hukum dan melindungi keuangan negara (Amri et al., n.d.), serta menagih piutang lembaga publik 
melalui jalur nonlitigasi, meskipun efektivitasnya bervariasi dan sangat bergantung pada itikad baik 
para pihak (Puspitasari et al., 2026). 

Pembaruan hukum pidana pada awal 2026 memperkuat arah tersebut. Pasal 613 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 
sebagaimana ditambahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, 
menegaskan bahwa dalam undang-undang administratif yang bersanksi pidana, pembinaan dan sanksi 
administratif atau sanksi lainnya harus didahulukan daripada sanksi pidana. Norma ini meneguhkan 
asas ultimum remedium dan menggeser orientasi penegakan hukum di bidang ekonomi dari pembalasan 
menuju pemulihan, sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana yang lebih berorientasi pada 
perlindungan hak (Muhni, Saputra, et al., 2025). Kecenderungan serupa tampak pada pengaturan 
pemaafan hakim dalam KUHP 2023 sebagai katup pengaman keadilan substantif, pada penguatan 
pendekatan nonpunitif dalam penanggulangan kejahatan (Rivanie et al., 2025), dan pada gagasan 
kebijakan kriminal terhadap kejahatan ekonomi yang memadukan langkah preventif, korektif, dan 
restoratif (Kadir et al., 2026). Bahkan dalam perkara korupsi berkerugian kecil, pengembalian kerugian 
diusulkan sebagai jalan penyelesaian yang lebih sederhana, cepat, dan berbiaya ringan (Susilo et al., 
2025). Dalam kerangka itu, instrumen nonlitigasi yang dimiliki Kejaksaan melalui bidang DATUN 
memperoleh relevansi baru sebagai jalur pemulihan yang ditempuh lebih dahulu sebelum, atau 
berdampingan dengan, jalur pidana. 

Kajian terdahulu tentang JPN umumnya bersifat normatif atau berfokus pada satu jenis 
sengketa. Kedudukan JPN pasca-perubahan Undang-Undang Kejaksaan, peran JPN sebagai kuasa 
BUMN dalam arbitrase, efektivitas penagihan nonlitigasi iuran BPJS Kesehatan di satu kejaksaan 
negeri dan menemukan tingkat keberhasilan yang rendah. Kajian perbankan menyoroti 
pertanggungjawaban bank atas kredit fiktif (Tobing, Kevin Sebastian Josua L., 2022), lemahnya prinsip 
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kehati-hatian dalam penggunaan jaminan silang (Supandi et al., 2025), gugatan sederhana sebagai 
sarana penyelesaian kredit macet (Samanta et al., 2019), penyelesaian nonadjudikatif atas KUR 
bermasalah (Maskanah et al., 2024), serta lemahnya perlindungan nasabah dalam perjanjian kredit yang 
sengketanya kerap diselesaikan melalui sanksi administratif atau pidana tanpa menjamin hasil yang adil 
(Sepriyadi et al., 2025). Kajian pemulihan aset menyoroti penyusutan nilai aset sitaan (Basri & Muhni, 
n.d.) dan sengketa pasca lelang jaminan (Rini et al., 2024). Belum ada kajian yang secara empiris 
membandingkan kinerja bantuan hukum nonlitigasi DATUN dalam penagihan kredit pada wilayah 
dengan karakter berbeda, sekaligus menelaah apa yang terjadi pada kepentingan pemulihan bank ketika 
DATUN menemukan fraud dan menghentikan perannya. Kebaruan penelitian ini terletak pada 
pemetaan empiris tersebut berbasis data dua kejaksaan negeri, yakni wilayah urban dan wilayah pesisir, 
serta perumusan model penguatan bantuan hukum nonlitigasi yang dapat dioperasionalkan. 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan, pertama, menganalisis batas yuridis 
bantuan hukum nonlitigasi DATUN dalam memilah sengketa kredit yang murni keperdataan dan yang 
terkontaminasi tindak pidana; kedua, mengukur efektivitas empiris instrumen tersebut dalam pemulihan 
kerugian dan mengidentifikasi kebuntuan yang timbul ketika perkara beralih ke jalur pidana; dan ketiga, 
merumuskan model penguatan bantuan hukum nonlitigasi DATUN dalam pemulihan kerugian kredit 
perbankan. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum pidana ekonomi 
dan hukum kemaritiman. Secara praktis, temuan ini dapat menjadi bahan penyusunan petunjuk teknis 
Kejaksaan dalam penanganan perkara kredit perbankan melalui jalur nonlitigasi, sekaligus mendukung 
pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-16 tentang institusi yang adil dan akuntabel 
(Tjahyono et al., 2025). 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosio-legal yang menempatkan hukum tidak hanya 
sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik kelembagaan. Pendekatan yang digunakan adalah 
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (Wiraguna, 2024). Bahan hukum primer 
meliputi Undang-Undang Kejaksaan, KUHP beserta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, Undang-
Undang Perbankan beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan 
Data Pribadi, Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021, yang ditelaah sesuai kedudukannya dalam 
sistem dan sumber hukum Indonesia (Muhni, 2020). Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal 
nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi yang relevan. 

Data lapangan dihimpun di Kejaksaan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Takalar. 
Makassar dipilih sebagai pusat ekonomi maritim perkotaan, sedangkan Takalar mewakili kabupaten 
pesisir dengan dominasi pelaku usaha mikro dan kecil. Wawancara mendalam dilakukan dengan Kepala 
Seksi DATUN Kejaksaan Negeri Takalar pada 1 Oktober 2026 (selanjutnya disebut I-1) dan jajaran 
Bidang DATUN Kejaksaan Negeri Makassar (I-2). Data dokumen terdiri atas rekapitulasi bantuan 
hukum nonlitigasi Kejaksaan Negeri Takalar tahun 2024–2026 dan daftar debitur penagihan Kejaksaan 
Negeri Makassar. Identitas debitur, pasangan, alamat, nomor telepon, dan jangka waktu kredit 
dianonimkan sesuai Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. 

Bahan hukum dianalisis melalui penafsiran sistematis dan teleologis untuk menemukan batas 
kewenangan DATUN dan ruang penguatan instrumen nonlitigasi. Data lapangan dianalisis secara 
deskriptif-kualitatif dan diolah dengan statistik deskriptif sederhana berupa jumlah, proporsi, dan rasio 
pemulihan. Kedua hasil analisis tersebut dipadukan melalui silogisme hukum untuk merumuskan model 
penguatan yang konsisten secara normatif dan dapat dioperasionalkan secara kelembagaan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Batas Yuridis Bantuan Hukum Nonlitigasi DATUN dalam Sengketa Kredit 

Temuan lapangan mengoreksi anggapan bahwa DATUN berperan sebagai mediator dalam 
sengketa kredit. Kedua lokus menolak penyebutan tersebut. I-2 menjelaskan bahwa mediasi, fasilitasi, 
dan konsiliasi sebagai tindakan hukum lain terutama diterapkan pada permasalahan antara instansi 
pemerintah, BUMN, atau BUMD. Penyelesaian kredit antara bank milik negara dan nasabah lebih tepat 
dipahami sebagai bantuan hukum nonlitigasi dalam rangka penagihan dan pemulihan keuangan negara. 
I-1 menyebut peran yang sama sebagai fasilitasi dan negosiasi yang bersifat preventif sebelum 
persoalan berkembang menjadi perkara. Perbedaan istilah ini bukan sekadar soal penamaan. Mediator 
dituntut netral, sedangkan JPN yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus (SKK) adalah kuasa dari 
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kreditur. Konsekuensinya, JPN tidak dapat sekaligus menjadi pihak netral di antara bank dan debitur, 
dan tidak pula berwenang memutus nasib penuntutan pidana. Kesimpulan ini sejalan dengan Lestari 
(2022) yang memosisikan JPN sebagai kuasa BUMN dalam penyelesaian sengketa kontraktual. 

Keterlibatan DATUN juga bersifat pasif dan selektif. DATUN hanya bergerak berdasarkan 
permohonan, dan setiap permohonan lebih dahulu ditelaah melalui pemeriksaan surat permohonan, 
penggalian informasi dari pemohon, dan pemaparan masalah dalam entry meeting (I-1). Penelaahan itu 
menguji status pemohon, karakter permasalahan, ada atau tidaknya unsur pidana, dan itikad baik 
debitur. Pihak swasta tanpa kepentingan negara secara langsung berada di luar kewenangan DATUN. 
Setelah SKK terbit, tindakan JPN terbatas pada isi kuasa, sejalan dengan penegasan bahwa kewenangan 
JPN tidak dapat melampaui ruang lingkup SKK. Apabila komitmen pembayaran debitur tidak dipenuhi, 
JPN harus berkoordinasi kembali dengan pemberi kuasa untuk menentukan langkah hukum berikutnya 
(I-2). Alur penanganan ini dirangkum dalam Gambar 1. 

 
Gambar 1 Alur Penanganan Permohonan Bantuan Hukum Nonlitigasi oleh Bidang DATUN 

Sumber: Diolah dari hasil wawancara di Kejaksaan Negeri Takalar dan Kejaksaan Negeri Makassar (2026). 

Gambar 1 memperlihatkan dua gerbang penyaringan. Gerbang pertama menguji unsur 
kepentingan negara, dan gerbang kedua menguji indikasi fraud atau tindak pidana. Untuk gerbang 
kedua, I-1 memberikan tolok ukur yang jelas. Kegagalan debitur memenuhi kewajiban pada dasarnya 
merupakan risiko bisnis atau wanprestasi apabila sejak awal tidak terdapat niat jahat maupun rekayasa. 
Sebaliknya, apabila sejak awal terdapat manipulasi data, pemalsuan dokumen, atau keterangan tidak 
benar untuk memperoleh pencairan kredit, hubungan tersebut bergeser ke ranah pidana. Tolok ukur ini 
menempatkan itikad baik pada saat pembentukan perjanjian sebagai garis pemisah, sejalan dengan 
pandangan bahwa itikad baik dalam perjanjian kredit merupakan instrumen pencegah sengketa 
(Munawar et al., 2025). Tolok ukur ini juga mengonfirmasi bahwa rekayasa data dalam proses kredit 
mengubah karakter perbuatan dari pelanggaran kontraktual menjadi tindak pidana. 

Begitu indikasi fraud ditemukan, baik pada tahap penelaahan maupun di tengah proses, kedua 
lokus menghentikan bantuan hukum dan mengalihkan perkara ke Bidang Tindak Pidana Khusus atau 
aparat penegak hukum yang berwenang, sekalipun temuan tersebut masih berupa indikasi. Pemisahan 
tegas ini dapat dibenarkan secara normatif karena mencegah benturan kepentingan antara fungsi kuasa 
kreditur dan fungsi penuntutan, mengingat diskresi untuk menuntut atau tidak menuntut merupakan 
kewenangan tersendiri yang melekat pada fungsi pidana jaksa (Setiawan et al., 2025). Namun, temuan 
I-2 menunjukkan bahwa sumber fraud tidak selalu berada pada debitur. Pemeriksaan riwayat fasilitas 
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dan status hukum calon debitur yang kurang optimal membuat seseorang dapat memperoleh lebih dari 
satu fasilitas kredit meskipun sedang memiliki kewajiban lain atau menghadapi proses hukum. Kondisi 
ini menguatkan tentang lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian, pentingnya manajemen risiko 
sebagai wujud prinsip kehati-hatian dalam layanan perbankan (Bayuaji et al., 2024), 
pertanggungjawaban bank atas kredit fiktif tidak cukup dibebankan pada jalur pidana semata, tetapi 
juga perlu mencakup pemulihan keperdataan dan sanksi administratif. Dengan demikian, batas yuridis 
DATUN jelas pada sisi masuknya, tetapi tidak diikuti mekanisme lanjutan yang menjamin kepentingan 
pemulihan kreditur tetap terkelola setelah perkara berpindah ke jalur pidana. 

2. Efektivitas Empiris dan Kebuntuan Pemulihan Kerugian 
Data Kejaksaan Negeri Takalar memperlihatkan wajah bantuan hukum nonlitigasi ketika 

perkara masih murni keperdataan. Rekapitulasinya disajikan dalam Tabel 1 dan Gambar 2. 

Tabel 1 Rekapitulasi Bantuan Hukum Nonlitigasi Bidang DATUN Kejaksaan Negeri Takalar 
Tahun 2024–2026 

Tahun Pemberi Kuasa Objek Penagihan SKK Hasil 
2024 PT Bank Rakyat Indonesia 

Cab. Takalar 
Pinjaman KUR bagi 
UMKM 

51 Lunas (sekaligus atau 1–3 kali 
cicilan) 

 PT Pegadaian Cab. Takalar Pinjaman KUR bagi 
UMKM 

25 Lunas (sekaligus atau 1–3 kali 
cicilan) 

 PT BPR GMD Takalar Pinjaman UMKM 1 Lunas 
 PDAM Tirta Panrannuangku 

Kab. Takalar 
Tagihan bulanan pelanggan 58 Lunas (sekaligus atau 1–3 kali 

cicilan) 
 BPJS Kesehatan Cab. Takalar Iuran wajib peserta 6 Lunas (sekaligus atau 1–3 kali 

cicilan) 
 Bapenda Kab. Takalar Pajak daerah 1 Lunas 
 Dinas Perikanan Kab. Takalar Sewa-menyewa cold 

storage 
1 Tidak dicantumkan 

Jumlah 2024 143 Pemulihan Rp7.234.902.147 
2025 PT Bank Rakyat Indonesia 

Cab. Takalar 
Pinjaman KUR bagi 
UMKM 

4 Lunas (sekaligus atau 1–3 kali 
cicilan) 

 PT BPR Gerbang Masa Depan 
Kab. Takalar 

Pinjaman UMKM 3 Lunas 

 BPJS Ketenagakerjaan Cab. 
Takalar 

Iuran wajib peserta 3 Lunas (sekaligus atau 1–3 kali 
cicilan) 

 Bapenda Kab. Takalar Pajak daerah 5 Lunas 
Jumlah 2025 15 Pemulihan Rp2.407.336.234 
2026 Bapenda Kab. Takalar Pajak daerah 12 Lunas 

Jumlah 2026 12 Pemulihan Rp56.446.900 
Total 2024–2026 170 Pemulihan Rp9.698.685.281 

Sumber: Data Bidang DATUN Kejaksaan Negeri Takalar (2026), diolah. SKK = Surat Kuasa Khusus. 
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Gambar 2 Sebaran Surat Kuasa Khusus dan Nilai Pemulihan Keuangan Negara Kejaksaan 

Negeri Takalar Tahun 2024–2026 
Sumber: Data Bidang DATUN Kejaksaan Negeri Takalar (2026), diolah. 

Sepanjang 2024–2026, Bidang DATUN Kejaksaan Negeri Takalar menerima 170 SKK dengan 
akumulasi pemulihan keuangan negara sebesar Rp9.698.685.281. Tahun 2024 menjadi puncak aktivitas 
dengan 143 SKK (84,12%) dan nilai pemulihan Rp7,23 miliar atau 74,60% dari total tiga tahun. 
Sebanyak 84 SKK (49,41%) berasal dari lembaga penyalur kredit, yakni PT Bank Rakyat Indonesia, 
PT Pegadaian, dan PT BPR Gerbang Masa Depan, dengan objek penagihan berupa KUR dan pinjaman 
UMKM. Seluruh SKK yang hasilnya dicatat berakhir lunas, baik secara sekaligus maupun bertahap 
dalam satu hingga tiga kali cicilan. Pola ini sejalan dengan keterangan I-1 bahwa DATUN efektif 
sebagai fasilitator negosiasi bagi perkara yang murni keperdataan dan disertai itikad baik debitur. Satu-
satunya SKK yang bersinggungan langsung dengan sektor kelautan dan perikanan adalah penagihan 
sewa cold storage oleh Dinas Perikanan Kabupaten Takalar, yang hasil penyelesaiannya tidak 
dicantumkan dalam data. Data tahun 2026 dihimpun pada saat penelitian berlangsung sehingga belum 
mencerminkan satu tahun penuh. 

Capaian Takalar jauh melampaui dari Kejaksaan Negeri Lampung Timur (Puspitasari et al., 
2026), yang mencatat hanya 26,9% dari 119 perkara nonlitigasi pada 2025 berhasil diselesaikan. 
Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh karakter objek tagihan. Di Takalar, mayoritas tagihan berupa KUR, 
iuran, dan tagihan layanan bernilai kecil dengan debitur yang masih memiliki kemampuan dan kemauan 
membayar. Temuan ini sejalan dengan (Maskanah et al., 2024) yang menilai penyelesaian 
nonadjudikatif atas kredit KUR bermasalah dapat memenuhi rasa keadilan bagi pelaku UMKM, dan 
yang menunjukkan bahwa mekanisme sederhana lebih cocok bagi tagihan kredit bernilai kecil. 
Pentingnya penyelesaian sengketa perbankan yang sederhana, murah, dan cepat, terutama bagi nasabah 
bank perkreditan rakyat. Gambaran berbeda muncul di Kejaksaan Negeri Makassar sebagaimana 
disajikan dalam Tabel 2 dan Gambar 3. 

Tabel 2 Profil Tunggakan Debitur dalam Penagihan oleh Bidang DATUN Kejaksaan Negeri 
Makassar 

Kode 
Debitur 

Saldo Utang 
(Rp) Bunga (Rp) Setoran (Rp) 

Setoran 
terhadap 
Saldo (%) 

Aset yang Teridentifikasi 

D-1 63.205.996 6.924.786 1.150.000 1,82 Rumah dan motor 
D-2 62.765.242 9.123.922 5.706.000 9,09 Rumah dan mobil 
D-3 291.078.724 78.351.349 600.000 0,21 Belum terlihat 
D-4 155.406.088 19.334.563 – 0,00 Rumah dan mobil 
D-5 194.985.556 44.338.376 – 0,00 Rumah dan motor 
D-6 220.418.935 28.204.316 – 0,00 Rumah dan mobil 
D-7 134.451.293 10.718.656 – 0,00 Belum terlihat 

Jumlah 1.122.311.834 196.995.968 7.456.000 0,66 5 teridentifikasi; 2 belum 
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Sumber: Data Bidang DATUN Kejaksaan Negeri Makassar (2026), diolah. Identitas debitur, pasangan, alamat, nomor 
telepon, dan jangka waktu kredit tidak ditampilkan untuk melindungi data pribadi debitur. 

 
Gambar 3 Perbandingan Saldo Utang, Bunga, dan Setoran Debitur Penagihan Kejaksaan 

Negeri Makassar 
Sumber: Data Bidang DATUN Kejaksaan Negeri Makassar (2026), diolah. 

Tujuh debitur yang ditagih melalui Bidang DATUN Kejaksaan Negeri Makassar memiliki 
saldo utang Rp1.122.311.834 dengan bunga Rp196.995.968 (17,55% dari saldo). Setoran yang telah 
diterima hanya Rp7.456.000, atau 0,66% dari saldo utang dan 3,78% dari bunga yang berjalan. Empat 
dari tujuh debitur belum menyetor sama sekali, sedangkan tiga lainnya menyetor dengan rasio tertinggi 
9,09%. Dua debitur yang asetnya belum teridentifikasi (D-3 dan D-7) menanggung saldo 
Rp425.530.017 atau 37,92% dari total saldo, dengan D-3 sebagai eksposur tunggal terbesar (25,94%) 
yang setorannya baru 0,21%. Sebaliknya, lima debitur memiliki aset yang teridentifikasi secara 
kasatmata berupa rumah dan kendaraan, tetapi tingkat setorannya tetap rendah. Hambatan pemulihan 
dengan demikian tidak semata-mata terletak pada ketiadaan harta, tetapi juga pada terbatasnya daya 
paksa bantuan hukum nonlitigasi yang hanya bertumpu pada komitmen debitur dan batas isi SKK. 
Kesepakatan penyelesaian nonlitigasi belum memiliki kekuatan eksekutorial. 

I-2 juga mengungkap bahwa sebagian debitur yang ditagih telah berstatus terpidana, terlibat 
perkara korupsi, berpindah domisili, atau tidak lagi memiliki harta yang memadai. Kondisi ini 
memperlihatkan titik lemah ketika perkara kredit bersinggungan dengan jalur pidana. Pemidanaan 
pelaku tidak dengan sendirinya memulihkan tagihan bank, sementara waktu yang dibutuhkan proses 
pidana menggerus nilai aset yang tersisa. Persoalan bertambah rumit apabila aset yang terkait tindak 
pidana telah lebih dahulu dijaminkan kepada bank. Di situ bertemu dua kepentingan, yakni hak bank 
sebagai pemegang jaminan dan kepentingan negara dalam pemulihan kerugian. I-2 menyebut 
pelelangan jaminan sebagai jalan keluar, dengan hasil lelang lebih dahulu memenuhi hak bank dan 
kelebihannya diperhitungkan untuk pemulihan kerugian negara. Namun, pelelangan pun tidak bebas 
sengketa karena pembeli lelang kerap digugat oleh debitur atau ahli warisnya. Perbandingan 
karakteristik kedua lokus dirangkum dalam Tabel 3. 
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Tabel 3 Perbandingan Karakteristik Bantuan Hukum Nonlitigasi DATUN di Kejaksaan Negeri 
Takalar dan Kejaksaan Negeri Makassar 

Aspek Kejari Takalar (Wilayah Pesisir) Kejari Makassar (Wilayah Urban) 
Pemaknaan peran 
DATUN 

Fasilitasi dan negosiasi antara kreditur dan 
debitur; bukan mediasi dalam pengertian 
formal 

Bantuan hukum nonlitigasi untuk penagihan 
dan pemulihan keuangan negara; mediasi 
hanya untuk sengketa antarbadan negara 

Pemberi kuasa Bank BUMN, Pegadaian, BPR, PDAM, 
BPJS, Bapenda, dan Dinas Perikanan 

Bank milik negara; dapat pula BUMN lain 
(misalnya Pelindo) sepanjang dalam lingkup 
DATUN 

Karakter perkara 
kredit 

KUR dan pinjaman UMKM Dominan kredit pegawai dan kredit mikro; 
saldo hingga ratusan juta rupiah per debitur 

Volume dan capaian 170 SKK (2024–2026); pemulihan Rp9,70 
miliar; seluruh SKK yang hasilnya dicatat 
berakhir lunas 

7 debitur; saldo utang Rp1,12 miliar; setoran 
0,66% dari saldo 

Mekanisme kerja Telaah permohonan dan entry meeting; 
pelunasan sekaligus atau 1–3 kali cicilan 

Pemanggilan debitur untuk memastikan 
bentuk dan waktu pembayaran; koordinasi 
ulang dengan pemberi kuasa bila ingkar 

Hambatan yang 
diungkap 

Pihak swasta tanpa kepentingan negara di 
luar kewenangan; perkara perdata dapat 
bergeser menjadi pidana 

Debitur terpidana atau terlibat korupsi, 
pindah domisili, tidak berharta; kelemahan 
analisis kredit; aset terkait pidana yang telah 
dijaminkan 

Respons atas indikasi 
fraud 

Pendampingan dihentikan dan dialihkan ke 
bidang/APH berwenang, sekalipun masih 
indikasi 

Bantuan hukum dihentikan dan 
dikoordinasikan dengan Bidang Pidsus 

Sumber: Hasil wawancara dan data Kejaksaan Negeri Takalar dan Kejaksaan Negeri Makassar (2026), diolah. 

Tabel 3 menunjukkan bahwa efektivitas bantuan hukum nonlitigasi sangat ditentukan oleh 
karakter utang yang ditagih. Pada perkara bernilai kecil, murni keperdataan, dan disertai itikad baik 
debitur, instrumen ini menghasilkan pelunasan penuh dalam waktu singkat. Pada perkara dengan saldo 
lebih besar dan debitur yang menghadapi persoalan hukum lain, capaian pemulihannya sangat rendah. 
Kedua lokus bertemu pada titik yang sama, yaitu penghentian peran DATUN begitu ditemukan indikasi 
fraud. Titik inilah yang peneliti sebut sebagai kebuntuan pemulihan. Kepentingan pemulihan hak bank 
berpindah sepenuhnya ke jalur pidana yang berorientasi pada pembuktian kesalahan, tanpa mekanisme 
yang menjamin komponen keperdataan, seperti penilaian jaminan, penjadwalan pembayaran, dan 
restrukturisasi, tetap dikelola. Pola serupa pada skala makro dalam perkara Bantuan Likuiditas Bank 
Indonesia, ketika ketiadaan model penyelesaian yang terpadu membuat pemulihan kerugian negara 
tidak efektif (Hasbullah et al., 2026). Pasal 613 ayat (3) KUHP, yang mendahulukan pembinaan dan 
sanksi administratif dalam undang-undang administratif bersanksi pidana, menuntut agar kebuntuan 
semacam ini tidak dijawab dengan memperluas pemidanaan, tetapi dengan menata ulang hubungan 
antara jalur pemulihan dan jalur penghukuman. 

3. Model Bantuan Hukum Nonlitigasi Berjenjang dalam Pemulihan Kerugian Kredit 
Temuan pada dua subbahasan sebelumnya menunjukkan bahwa persoalan bantuan hukum 

nonlitigasi DATUN tidak terletak pada ketiadaan kewenangan, tetapi pada tiga kelemahan operasional. 
Pertama, kesepakatan pembayaran tidak memiliki daya eksekutorial sehingga bergantung sepenuhnya 
pada itikad baik debitur. Kedua, penanganan perkara belum dibedakan menurut tingkat 
kompleksitasnya, sehingga perkara bernilai besar dengan debitur bermasalah ditangani dengan 
instrumen yang sama dengan tagihan kecil. Ketiga, tidak tersedia protokol lanjutan ketika DATUN 
menemukan fraud dan menghentikan perannya. Berangkat dari ketiga kelemahan tersebut dan dari 
kewenangan yang telah tersedia dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021, penelitian ini 
merumuskan model bantuan hukum nonlitigasi berjenjang sebagaimana disajikan dalam Gambar 4. 
Model ini memadukan langkah preventif, korektif, dan pemulihan, sejalan dengan gagasan kebijakan 
kriminal terhadap kejahatan ekonomi yang tidak semata-mata bertumpu pada pemidanaan (Khaidir 
Kadir et al., 2026). 
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Gambar 4 Model Bantuan Hukum Nonlitigasi Berjenjang dalam Pemulihan Kerugian Kredit 

Perbankan 
Sumber: Dirumuskan oleh penulis berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021, Pasal 613 ayat (3) KUHP, dan 
hasil penelitian (2026). 

Tahap pertama bersifat preventif. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tidak hanya 
mengatur bantuan hukum, tetapi juga pertimbangan hukum. Fungsi ini dapat dimanfaatkan bank milik 
negara atau daerah untuk memperoleh pendapat hukum atas skema kredit, standar verifikasi data 
debitur, dan pengikatan jaminan sebelum kredit dicairkan, sejalan dengan fungsi pendampingan hukum 
JPN dalam memitigasi risiko hukum (Baidi & Yuherawan, 2023). Pengikatan jaminan perlu mendapat 
perhatian khusus, karena cacat prosedur dalam pembuatan surat kuasa membebankan hak tanggungan 
dapat menurunkan kekuatan akta menjadi akta di bawah tangan dan melemahkan posisi bank saat 
eksekusi (Rustam & Suwardiyati, n.d.). Langkah ini menjawab kelemahan analisis kredit yang diungkap 
I-2, sejalan dengan orientasi pencegahan yang ditekankan I-1, serta selaras dengan rekomendasi 
penguatan prinsip kehati-hatian dan pelindungan data debitur (Muhni et al., 2026). Tahap kedua adalah 
penyaringan dan klasifikasi perkara dalam entry meeting. Selain menguji unsur kepentingan negara dan 
indikasi fraud, penyaringan perlu memilah perkara keperdataan ke dalam kategori sederhana dan 
kompleks berdasarkan nilai tunggakan, status hukum debitur, dan ketersediaan aset, sehingga instrumen 
yang digunakan sepadan dengan karakter perkaranya. 

Tahap ketiga adalah penanganan sesuai hasil klasifikasi. Perkara sederhana, seperti tagihan 
KUR dan pinjaman UMKM yang dominan di Takalar, tetap ditangani melalui fasilitasi dan negosiasi 
dengan opsi pelunasan sekaligus atau bertahap. Penguatannya terletak pada bentuk kesepakatan. 
Kesepakatan perlu dituangkan dalam akta perdamaian atau instrumen lain yang memiliki kekuatan 
eksekutorial, sehingga ingkar janji debitur dapat langsung ditindaklanjuti tanpa memulai sengketa dari 
awal. Untuk tagihan KUR, penyelesaian juga perlu memperhitungkan keberadaan penjaminan kredit 
agar tidak terjadi tumpang tindih antara penagihan dan klaim penjaminan (Mahmud, 2018). Perkara 
kompleks, seperti yang tergambar di Makassar, memerlukan instrumen tambahan. JPN perlu melakukan 
penelusuran aset sejak awal penanganan, menawarkan restrukturisasi yang realistis, dan apabila 
negosiasi gagal, beralih ke litigasi perdata berdasarkan SKK atau pelelangan jaminan. Untuk jaminan 
fidusia seperti kendaraan yang ditemukan pada debitur Makassar, eksekusi tanpa kesukarelaan debitur 
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pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 memerlukan putusan pengadilan 
(Nasution et al., 2025), sehingga kesepakatan penyerahan jaminan secara sukarela yang dituangkan 
dalam akta perdamaian menjadi sangat penting. Prinsip itikad baik dalam perjanjian kredit dapat 
dijadikan ukuran untuk menentukan kapan negosiasi masih layak diteruskan. 

Perkara dengan indikasi fraud tetap dialihkan ke bidang pidana sebagaimana praktik yang 
berlaku, karena pemisahan ini mencegah benturan kepentingan. Namun, pengalihan tidak boleh berarti 
berhentinya perlindungan atas hak keperdataan bank. Model ini mengusulkan protokol pengalihan yang 
memuat tiga unsur. Pertama, DATUN menyerahkan hasil penelaahan, data debitur, dan inventarisasi 
jaminan kepada bidang pidana agar tidak terjadi penelaahan ulang. Kedua, berdasarkan SKK terpisah 
dari bank milik negara atau daerah, DATUN tetap dapat mengamankan hak keperdataan bank atas 
jaminan dan tagihan, terutama terhadap debitur atau pihak yang tidak menjadi tersangka. Ketiga, 
penanganan aset yang sekaligus berstatus jaminan bank dan berkaitan dengan tindak pidana 
dikoordinasikan dengan unit pemulihan aset, dengan prinsip yang dikemukakan I-2, yakni hasil lelang 
lebih dahulu memenuhi hak jaminan bank dan kelebihannya diperhitungkan untuk pemulihan kerugian 
negara. Koordinasi sejak dini juga mengurangi risiko penyusutan nilai aset selama proses hukum dan 
risiko gugatan terhadap pembeli lelang (., 2018). 

Tahap keempat adalah pencatatan dan pelaporan. Data Takalar hanya mencatat nilai pemulihan 
per tahun, bukan per pemberi kuasa, sehingga kontribusi pemulihan kredit perbankan tidak dapat 
dipisahkan dari tagihan lain. Basis data perkara yang mencatat nilai tagihan, nilai pemulihan, dan status 
akhir setiap SKK diperlukan agar efektivitas bantuan hukum nonlitigasi dapat diukur dan dievaluasi, 
sebagaimana evaluasi pemulihan kredit berdasarkan kanal penyelesaian yang dilakukan dalam kajian 
kebijakan perbankan India (Dimri, 2025). Bagi wilayah pesisir, model berjenjang ini memiliki arti 
penting tersendiri. Mayoritas debitur adalah pelaku usaha mikro dan kecil yang usahanya bergantung 
pada aset produktif seperti kapal dan sarana pengolahan hasil laut, sementara eksekusi jaminan 
semacam itu kerap terkendala. Penyelesaian melalui negosiasi (Muhni, Basri, et al., 2025)dan 
restrukturisasi menjaga kelangsungan usaha sekaligus kemampuan bayar debitur, sehingga sejalan 
dengan amanat Pasal 613 ayat (3) KUHP yang mendahulukan pembinaan dan sanksi nonpidana 
sebelum sanksi pidana. 

Model ini memiliki batas yang perlu diakui. Kewenangan DATUN tetap bergantung pada 
adanya permohonan dan unsur kepentingan negara, sehingga debitur bank swasta berada di luar 
jangkauannya. Selain itu, daya eksekutorial kesepakatan memerlukan dukungan pengaturan yang lebih 
tegas. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar Kejaksaan menyusun petunjuk teknis 
penanganan perkara kredit perbankan melalui jalur nonlitigasi yang memuat kriteria klasifikasi perkara, 
standar penelusuran aset, bentuk kesepakatan yang berkekuatan eksekutorial, dan protokol pengalihan 
ke bidang pidana. Petunjuk teknis tersebut juga perlu menjamin perlindungan debitur yang beritikad 
baik, mengingat posisi nasabah yang lemah dalam perjanjian kredit (Fadhlina et al., 2024). 
 
KESIMPULAN 

Bantuan hukum nonlitigasi DATUN dalam sengketa kredit bukanlah mediasi, melainkan 
perwakilan kreditur berbasis surat kuasa khusus yang dibatasi unsur kepentingan negara dan berhenti 
seketika ketika ditemukan indikasi fraud. Instrumen ini efektif untuk utang bernilai kecil yang murni 
keperdataan, sebagaimana ditunjukkan oleh 170 SKK dengan pemulihan Rp9,70 miliar di Kejaksaan 
Negeri Takalar selama 2024–2026. Sebaliknya, instrumen ini lemah pada perkara kompleks, 
sebagaimana ditunjukkan oleh setoran yang hanya 0,66% dari saldo utang Rp1,12 miliar di Kejaksaan 
Negeri Makassar. Kelemahan tersebut bersumber dari ketiadaan daya eksekutorial kesepakatan, belum 
dibedakannya penanganan menurut kompleksitas perkara, dan ketiadaan protokol lanjutan ketika 
perkara beralih ke jalur pidana, sehingga kepentingan pemulihan bank berpindah sepenuhnya ke jalur 
yang tidak dirancang untuk memulihkan kerugian. Penelitian ini merumuskan model bantuan hukum 
nonlitigasi berjenjang yang terdiri atas pertimbangan hukum preventif, klasifikasi perkara, penguatan 
kesepakatan melalui akta perdamaian, penelusuran aset dan pengelolaan jaminan, protokol pengalihan 
yang tetap mengamankan hak keperdataan bank, serta pencatatan kinerja yang terukur, selaras dengan 
asas ultimum remedium dalam Pasal 613 ayat (3) KUHP. Penelitian ini terbatas pada data dua kejaksaan 
negeri tanpa informan dari pihak perbankan, sehingga penelitian lanjutan perlu menguji model ini dari 
perspektif bank serta mengkaji instrumen penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pemulihan 
bagi perkara kredit yang terkontaminasi fraud. 
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